PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 37 TAHUN 1960 ( 37/ 1960)
TENTANG
PERT AVBANGAN

Presi den Republik Indonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa hukum pertanbangan harus nerupakan pel aksanaan dari pada
Dekrit Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan Perang Republik
Indonesia tertanggal 5 Juli 1959, Kketentuan-ketentuan dal am
pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik
I ndonesia tersebut 17 Agustus 1959, sebagai yang ditegaskan
dal am anmanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 yang
mewaj i bkan Negara untuk nengatur penanbangan bahan-gali an
di seluruh wlayah kedaul atan bangsa di pergunakan untuk
sebesar -besar kemakmuran rakyat, baik secara gotong-royong
nmaupun secara perseorangan

b. bahwa bahan-bahan galian nenpunyai arti yang penting sebaga
unsur guna penbangunan berbagai cabang industri dan sebagai
bahan- bahan yang | angsung di perl ukan rakyat;

C. bahwa peraturan-peraturan pertanbangan yang berl aku sekarang
ti dak sesuai |agi dengan dasar-dasar penbangunan senesta;
d. bahwa karena itu dianggap perlu adanya suatu peraturan baru

tentang pertanbangan agar penyel enggaraan usaha penbangunan
dapat dil akukan dengan segi at-gi atnya dan dengan tegas nenuju
kepada cita-cita bangsa yang di maksud di at as;

e. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
per at uran Pereri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;

Mendengar
Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 27 Septenber 1960;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang Pertanbangan

BAB |
| STILAH - | STl LAH

Pasal 1.

Dal am Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini yang

di mksudkan dengan:

a. bahan galian : |etakan-|etakan alam atau tinbunan-tinbunan
al am yang nengandung bijih-bijih, mneral-mneral, unsur-
unsur ki ma dan batu-batu pernat a;

b. hak tanah; hak atas sebidang tanah pernukaan bum nenur ut



(1)

(2)

(1)

hukum | ndonesi a;

penyel i di kan umum : penyelidi kan secara geol ogi unmum atau
geofisik, baik didaratan maupun dari udara, segala sesuatu
dengan maksud untuk nenbuat peta geologi atau untuk
menet apkan maksud untuk nenbuat peta geol ogi umum atau unt uk
nmenet apkan tanda-tanda adanya bahan galian pada unmumya;
ekspl orasi: segala cara penyelidi kan geol ogi pertanbangan
unt uk nenetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifatnya
| et akan bahan gali an;

ekspl oi t asi : usaha pertanbangan dengan maksud untuk
menghasi | kan bahan galian dengan jalan yang | azim termasuk
menpertinggi mutu bahan gali an;

penmur ni an dan pengol ahan : wusaha untuk nenpertinggi nutu
bahan galian serta usaha untuk nenperol eh unsur-unsur yang
t erdapat pada bahan galian dan yang dapat bermanf aat;
pengangkutan : segala wusaha pem ndahan bahan galian dan
hasi| penurnian atau pengol ahan bahan galian dari daerah
ekspl orasi dan eksplotasi atau dari tenpat penurnian atau
pengol ahan;

penjualan : segal a usaha penjual an bahan galian dan hasi
penmur ni an atau pengol ahan bahan gali an;

kuasa pertanbangan; wewenang yang diberikan kepada badan
atau perseorangan unt uk nel aksanakan usaha pertanbangan;

per t anbangan rakyat : usaha pertanbangan bahan galian dari
senmua gol ongan a, b dan c seperti yang di naksud dal am pasa
3 ayat (1), yang dil akukan ol eh rakyat secara kecil-kecil an
dengan al at-al at sederhana untuk pencaharian sendiri nmenur ut
adat kebi asaan daerah atau di usahakan secara koperasi;
Menteri : Menteri yang |apangan tugasnya neliputi urusan
pert anbangan;

wi | ayah hukum pertanbangan |ndonesia; seluruh kepul auan
| ndonesi a, tanah dibawah perairan |ndonesia dan daerah
dat aran konti nental kepul auan I ndonesi a;

Per usahaan Negara : Perusahaan Negara seperti yang di maksud
dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 19
tahun 1960 tentang Perusahaan Negar a.

BAB ||
PENGUASAAN DAN GOLONGAN- GOLONGAN BAHAN- BAHAN GALI AN.

Pasal 2.

Segal a bahan galian yang berada didalam diatas dan di bawah
per nukaan bum , dalam w | ayah hukum pertanbangan | ndonesia
yang nerupakan | etakan-Ietakan atau tinmbunan-tinbunan al am
adal ah kekayaan nasi onal dan di kuasai ol eh Negar a.

Kepada Daerah tingkat | dan Il diberikan Kesenpatan untuk
menper ol eh bahagi an dari penghasilan bahan galian tertentu
yang terdapat didaerah itu, yang ketentuan-ketentuannya
di atur dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 3.

Bahan- bahan gal i an di bagi atas tiga gol ongan:
a. gol ongan bahan gal i an yang strategis;



b. gol ongan bahan galian yang vital;
c. gol ongan bahan galian yang tidak ternmasuk dal am gol ongan a
atau b.

(2) Penunj ukan sesuatu bahan gal i an kedal am sesuat u gol ongan
tersebut dal am ayat (1) diatur dengan Peraturan Peneri ntah.

BAB I'II.
BENTUK DAN ORGANI SASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 4.

(1) Penanmbangan bahan- bahan galian yang tersebut dal am pasal 3
ayat (4) huruf a hanya dapat di usahakan ol eh Negara atau
ol eh Negara bersama-sama Daer ah.
(2) Usaha pertanbangan yang di maksud dal am ayat (1) di atas
di | aksanakan ol eh:
a.suatu Perusahaan Negar a;
b. suatu perusahaan bersama yang terdiri dari Negara atau
Per usahaan Negara disatu fihak dengan Daerah tingkat |
dan/atau tingkat |1 dipihak Iain.

Pasal 5.

(1) Penanbangan bahan-bahan galian yang tersebut dal am pasal 3
ayat (1) huruf b diusahakan ol eh:
a. Negara at au daer ah;
b. badan atau perseorangan swasta yang nenpengaruhi syarat-
syarat yang di maksud dal am pasal 8.
(2) Usaha yang di maksud dal am ayat (1) huruf a pasal ini dapat
di | aksanakan ol eh:
a.suatu Perusahaan Negar a;
b. suat u Perusahaan Daer ah;
c.suatu Perusahaan-perusahaan yang terdiri dari Negara atau
Per usahaan Negara di satu pi hak dengan Daerah tingkat |
dan/ atau Daerah tingkat Il atau Perusahaan Daerah
di pi hak, | ai n;
d. Suat u perusahaan- perusahaan, terdiri atas Negara atau
Per usahaan Negara dan/at au Daerah disatu pi hak dengan
badan dan/ atau perseorangan swasta di pi hak |ain.
(3) Suat u perusahaan-canpuran yang di maksud dal am ayat (2) huruf d
pasal ini didirikan berdasar perjanjian dal am bentuk
per seroan di mana Peneri ntah nenegang kekuasaan terbesar
dengan ketentuan, bahwa badan dan/atau perseorangan swasta
yang i kut dal am perusahaan-canpuran itu harus nmemenuh
syar at - syarat yang di naksud dal am pasal 8.

Pasal 6.
Penanbangan bahan- bahan galian yang tersebut dal am pasal 3 ayat
(1) huruf c diatur ol eh Penerintah Daerah tingkat | di mana bahan-
bahan galian itu terdapat.

Pasal 7.



(1) Menyi npang dari ketentuan dal am pasal 4, bahan-bahan galian
yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dapat diusahakan secara
pert anbangan rakyat dal am hal -hal dan nmenurut ketentuan-
ket ent uan yang di atur dal am Undang- undang.

(2) Sel ama bel um ada Undang-undang yang di maksud ol eh ayat (1)
pasal ini, pertanbangan rakyat dapat di usahakan dan
di | aksanakan dengan ijin Menteri

Pasal 8.

(1) Pel aksanaan pertanbangan bahan-bahan gal i an yang tersebut
dal am pasal 3 ayat (1) huruf b dapat di kuasakan kepada pi hak
swast a;

A badan hukum yang:
1.didiri kan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik
I ndonesi a, bertenpat kedudukan di |ndonesia dan
ber t uj uan berusaha dal am | apangan pert anbangan;
2. pengurusnya menpunyai kewar ga- negaraan | ndonesi a dan
bertenpat tinggal di |ndonesi a;
B. per seor angan yang ber kewar ga- negar aan | ndonesi a dan
bertenpat tinggal di Indonesi a.

(2) Sebel um nmenberi kan kuasa seperti yang di maksud dal am ayat (1)
pasal ini haruslah didengar |ebih dahulu pendapat dari suatu
Dewan Penasehat Pertanbangan yang penbentukan dan penent uan
susunannya akan di atur dengan Per at uran Peneri nt ah.

(3) Dal am nenberi kan sesuatu kuasa pertanbangan tersebut dal am
ayat (1) pasal ini, pengutamaan di beri kan kepada koperasi .

Pasal 9.

Menyi npang dari ket entuan-ketentuan dal am pasal 4, naka
dengan Undang-undang di t ent ukan bahan- bahan gal i an yang harus
di usahakan semat a- mat a ol eh Negara dan cara nel aksanakan usaha
t er sebut.

BAB |V
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10.

Usaha pertanbangan bahan gal i an dapat neliputi
a. penyel i di kan unum

b. ekspl or asi ;

C. ekspl ot asi ;

d penur ni an dan pengol ahan;

e pengangkut an;

f. penj ual an.

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11.

(1) Usaha pertanbangan hanya dapat dil akukan ol eh perusahaan
dan/ at au perseorangan yang tersebut dal am pasal 4 dan 5



apabi | a kepadanya tel ah di beri kan kuasa pertanbangan.

(2) Ket ent uan- ket entuan tentang isi, wewenang, luas w | ayah dan
syar at -syarat kuasa pertanbangan di atur dengan Peraturan
Peneri nt ah.

(3) Kuasa pertanbangan di beri kan dengan Keputusan Menteri. Dal am
Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan
khusus di sanpi ng apa yang tel ah di atur dal am Per at uran
Pemeri nt ah yang termaksud dal am ayat (2) pasal ini

(4) Kuasa pertanbangan dapat di pi ndahkan kepada perusahaan
dan/ at au perseorangan | ain asal nenenuhi ketentuan-ketentuan
dal am pasal 4, 5 dan 8, dengan persetujuan Menteri.

Pasal 12.

(1) Kuasa pertanbangan tidak neliputi hak tanah pernukaan bum .
(2) Dal am nel aksanakan pekerjaan kuasa pertanbangan, maka
per t anbangan rakyat yang tel ah ada tidak bol eh di ganggu,
kecual i nmenurut ketentuan-ketentuan yang di atur dal am
Undang- undang yang di maksud dal am pasal 7.
(3) Pekerjaan kuasa pertanbangan tidak bol eh dil akukan di w | ayah
yang ditutup untuk kepentingan umum
(4) Lapangan pekerjaan kuasa pertanbangan tidak neliputi:
a.tenpat-tenpat kuburan, tenpat-tenpat yang di anggap suci,
pekerj aan- pekerjaan unmum m sal nya jal an-jal an unmum
jalan kereta api, saluran air, listerik, gas dan
sebagai nya,;

b. | apangan tanah sekitar | apangan-|apangan dan bangunan-
bangunan pert ahanan;

C. t enpat -t enpat pekerj aan usaha pertanbangan |ain

d. bangunan- bangunan, rumah tenpat tinggal atau pabrik-pabrik
beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali
dengan ijin yang berkepentingan.

(5) Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan yang di maksud
dal am ayat (4) pasal ini, maka dal am hal di anggap sangat
perlu untuk kepentingan pekerjaan kuasa pertanbangan,
pem ndahan bangunan- bangunan pekerjaan unmum dapat dil akukan
atas beban penegang kuasa pertanbangan dan setel ah di perol eh
ijin dari yang berwajib.

BAB VI
CARA DAN SYARAT- SYARAT BAGAI MANA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 13.

(1) Perm ntaan untuk nenperol eh kuasa pertanbangan di aj ukan kepada
Menteri .

(2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara perm ntaan yang di maksud
dal am ayat (1) pasal ini, begitu pula syarat-syarat yang
har us di penuhi ol eh pem nta, apabila belum ditentukan dal am
Per aturan Penerintah ternmaksud dal am pasal 11 ayat (2).

Pasal 14.

Per m nt aan kuasa pertanbangan tidak di perti nbangkan ol eh Menteri



sebel um pem nt a nmenbukti kan kesanggupannya tentang nodal dan
kemanmpuan tehni k terhadap usaha yang akan dij al ankan.

Pasal 15.
Dengan nengaj ukan per m ntaan kuasa pertanmbangan, naka pem nta
mem | ih domsili pada Pengadil an Negeri yang ber kedudukan dii bu-
kot a Daerah tingkat | yang bersangkutan, kecuali, apabila

per m nt aan kuasa pertanbangan nengenai bahan-bahan galian yang
di maksud dal am pasal 3 ayat (1) huruf a dan pula di-jikalau

di adakan perjanjian tentang nendirikan perusahaan- perusahaan
canpur an, maka pi hak-pi hak yang bersangkutan nem |ih dom sil
pada Pengadil an Negeri di Jakarta.

BAB VI |
BERAKHI RNYA KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 16.
Kuasa pertanbangan berakhir
a. kar ena habi s wakt unya;
b. kar ena di bat al kan;
C. kar ena di kenbal i kan.
Pasal 17.

(1) Peregang kuasa pertanmbangan dapat nmenyer ahkan kenbali kuasanya
dengan pernyataan tertulis kepada Menteri,;
(2) Pernyataan tertulis yang di maksud dal am ayat (1) pasal in
di sertai dengan al asan-al asan yang cukup apa sebabnya
per nyataan itu di sanpai kan;
(3) Pengenbal i an kuasa pertanmbangan baru syah setel ah di set uj ui
ol eh Menteri

Pasal 18.

Kuasa pertanbangan dapat di batal kan dengan Keputusan Menteri:

a. apabi | a penegang kuasa tidak nmenmenuhi syarat-syarat yang
di t et apkan dal am Peraturan Peneri ntah yang di maksud dal am
pasal 11 ayat (2) atau yang ditentukan dal am Keputusan
Menteri yang tersebut dal am pasal 11 ayat (3).;

b.j i ka penegang kuasa i ngkar nenjal ankan perintah-perintah dan
pet unj uk- petunj uk yang di beri kan ol eh pi hak yang berwajib
unt uk kepenti ngan Negar a.

Pasal 19.

(1) Ji ka kuasa pertanbangan berakhir maka:
a. segal a beban yang di berat kan kepada kuasa pertanbangan
bat al menurut hukum
b.w | ayah kuasa pertanbangan kenbali kepada kekuasaan
Negar a;
c.segal a sesuatu yang di perl ukan untuk pengamanan bangunan-
bangunan tanbang dan kel anj utan penganbi | an bahan-bahan



gal i an nenjadi hak Negara tanpa pengganti an kerugi an
kepada penegang kuasa pertamnmbangan
(2) Menteri nenetapkan waktu dal am mana penegang kuasa
per t anbangan terakhir di beri kesenpatan untuk nengangkat
segal a sesuatu yang nenj adi hak mliknya. Segal a sesuatu
yang bel um di angkat dal am waktu tersebut nenjadi mlik
Negar a.

Pasal 20.

Apabi | a kuasa pertanbangan berakhir, maka perusahaan dan/atau
per seorangan yang terakhir menmegang kuasa pertanbangan itu
menyer ahkan senua klise dan bahan-bahan peta, ganbar-ganbar
ukuran tanah dan sebagai nya yang ber sangkut an dengan usaha
pert anbangan kepada Menteri dengan tidak nenerim pengganti
ker ugi an.

BAB VI ||
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK- HAK TANAH

Pasal 21.

Mer eka yang berhak atas tanah diwajibkan nenperkenankan pekerjaan
penmegang kuasa pertanbangan atas tanah yang bersangkutan, jika
kepadanya:
a. sebel um pekerjaan di nul ai, dengan di perli hatkannya surat kuasa
per t anbangan atau sal i nannya yang syah, diberi tahukan
tent ang maksud dan tenpat pekerjaan-pekerjaan itu akan
di | akukan;
b. di beri ganti kerugian atau jam nan ganti kerugian itu terlebih
dahul u.

Pasal 22.

(1) Penregang kuasa pertanbangan di waj i bkan nengganti kerugi an
aki bat dari usahanya pada segal a sesuatu yang berada di atas
t anah kepada yang berhak atas tanah, dengan tidak nemandang
apakah perbuatan itu dil akukan dengan atau tidak dengan
sengaj a, maupun kerugi an yang dapat atau tidak dapat
di ket ahui terl ebi h dahul u.

(2) Kerugi an yang di sebabkan ol eh usaha-usaha dari dua penegang
kuasa pertanbangan atau | ebi h, di bebankan kepada nereka
ber sana.

Pasal 23.

(1) Apabi | a tel ah ada hak tanah atas sebi dang tanah yang
ber sangkut an dengan wi | ayah kuasa pertanbangan, maka kepada
yang ber hak di beri kan ganti kerugi an dan/at au sunbangan yang
j um ahnya ditentukan ol eh Menteri, untuk penggantian sekali
dan/atau selama itu tidak dapat di pergunakannya.

(2)Ji ka yang bersangkutan tidak neneri ma penentuan Menteri
tentang ganti kerugi an dan/atau sunbangan di atas, naka
penentuan itu di serahkan kepada Pengadi |l an Negeri yang



daerah hukummya neliputi | apangan yang bersangkut an.

(3) Sunbangan atau ganti kerugi an yang di maksud dal am pasal i ni
beserta segal a bi aya yang ber hubungan dengan itu di bebankan
kepada penegang kuasa pertanbangan yang ber sangkut an.

BAB | X
PUNGUTAN- PUNGUTAN NEGARA.

Pasal 24.

(1) Peregang kuasa pertanbangan nenbayar kepada Negara iuran
pasti, iuran eksplorasi dan/atau ekspl otasi dan/atau
penbayar an- penbayar an | ai nnya yang ber hubungan dengan
penberian kuasa pertanbangan yang bersangkut an.

(2) Perincian dan besarnya pungut an-pungutan Negara yang tersebut
dal am ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Penerintah.

BAB X
PENGAWASAN PERTANMBANGAN.

Pasal 25.

Tat a- usaha dan pengawasan pekerjaan dan pel aksanaan pertamnmbangan
di pusat kan kepada Departenen yang | apangan tugasnya neli puti
pert anbangan.

BAB Xl
KETENTUAN- KETENTUAN Pl DANA.

Pasal 26

(1) Di hukum dengan hukuman penj ara sel ama-| amanya enam t ahun
dan/ at au dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu
rupi ah, barangsi apa yang tidak nmenpunyai kuasa pertanbangan
nmel akukan usaha pertanbangan seperti di maksud dal am pasal 10
dan 11.

(2) Di hukum dengan hukuman kurungan sel ama-| amanya satu tahun
dan/ at au dengan denda setinggi-tingginya |lima pul uh ribu
rupi ah, barangsi apa yang nel akukan usaha pertanbangan
sebel um nmenmenuhi kewaj i ban terhadap yang berhak atas tanah
menur ut Perat uran Penerintah Pengganti Undang-undang i ni

Pasal 27.

Di hukum dengan hukuman kurungan sel anma-| amanya tiga bul an
dan/ at au dengan denda setinggi-tinggi nya sepul uh ribu rupi ah,
bar angsi apa yang berhak atas tanah nerintangi atau nengganggu
usaha pertanbangan yang syah.

Pasal 28.
Di hukum dengan hukuman kurungan sel anma-| amanya tiga bul an
dan/ at au dengan denda setinggi-tinggi nya sepul uh ribu rupi ah;
a. penegang kuasa pertanbangan yang tidak nmenmenuhi Syar at-syar at
yang ber| aku nenurut Peraturan Penerintah Pengganti Undang-



undang i ni dan/atau Undang-undang termaksud dal am pasal 9
dan/ at au Surat Keputusan Menteri yang di beri kan berdasar kan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan/atau
Undang- undang termaksud dal am pasal 9 itu.

b. penmegang kuasa pertanbangan yang tidak nel akukan peri nt ah-
perintah dan/atau petunjuk yang berwaji b berdasarkan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 29.

(1) Ji kal au penmegang kuasa pertanbangan atau waki | nya adal ah suatu
per seroan, maka hukuman ternmaksud pada pasal 26, 27 dan 28
di j at uhkan kepada para anggota pengurus.

(2) Ti ndak- pi dana yang di naksud dal am pasal 26 ayat (1) adal ah
kej ahat an dan perbuat an- per buat an | ai nnya adal ah
pel anggar an.

BAB Xl |
KETENTUAN- KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 30.

(1) Serua hak pertanbangan perusahaan dan/ atau perseorangan yang
bukan Perusahaan Negara, yang di perol eh berdasar kan
per aturan yang ada sebel um saat berl akunya Per at uran
Penmeri nt ah Pengganti Undang-undang ini, tetap dapat
di j al ankan untuk j angka waktu yang sesi ngkat-si ngkatnya;

Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Peneri ntah.

(2) Dal am wakt u yang di maksud dal am ayat (1) diatas, penegang-
penmegang hak- hak tersebut harus nenyesuai kan diri dengan
ket entuan yang ada dal am Per aturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni

(3) Hak- hak pertanbangan perusahaan Negara yang masi h ada pada
saat berl akunya, Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang i ni nenjadi kuasa-kuasa pertanbangan untuk w | ayah-
wi | ayah kuasa pertanbangan yang bersangkutan pada saat-saat
Keputusan Menteri dikel uarkan untuk itu masing-masing
seperti yang di maksud dal am pasal 11.

(4) Senrua peraturan yang nengatur hal -hal yang ber hubungan dengan
penguasahaan pertanbangan ol eh persahaan-perusahaan yang
tersebut dalamayat (1) diatas serta peraturan-peraturan
per t anbangan | ai nnya, yang masi h ber| aku sebel um Per at ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku,

di cabut pada saat berakhirnya waktu yang tersebut dal am ayat
(1) diatas.

BAB XI |1
KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 31.
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-unang ini nulai berl aku

pada hari diundangkan, dan dapat disebut "Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang Pert anbangan”.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republi k | ndonesi a.

Di t etapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Cktober 1960.
Pej abat Presi den Republ ik

DJ UANDA.

D undangkan di Jakart al ndonesi a,
pada tanggal 14 Cktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

SANTCOSO,

PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
TENTANG PERTANMBANGAN.

uMuM

Pada tanggal 2 Agustus 1951 telah diterima ol eh Parl enen
sebuah nosi yang nenghendaki agar di bentuk sebuah Panitia Negara
unt uk Urusan Pertanbangan dengan tugas antara |ain untuk
mer encanakan suatu Undang-undang tentang Pertanbangan sebagai
Pengganti "lIndische Mjnwet".

Ber hubung dengan nosi tersebut diatas, maka ol eh Penerintah
tel ah di bentuk suatu Panitia Negara yang susunannya bersif at
politis, dengan di bantu ol eh suatu Panitia Ahli.

Sebagai hasil pekerjaan Panitia Negara itu, telah
di sanpai kan kepada Penerintah sebuah rancangan Undang- undang
Per t anbangan sebagai Undang- undang pokok dan sebuah rancangan
Undang- undang M nyak dengan penj el asannya.

A eh Penerintah kedua rancangan Undang-undang itu
di sesuai kan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan setel ah di adakan
penyeder hanaan seperl unya dan karena keadaan nmendesak kedua
rancangan Undang-undang itu di susun nenjadi :

1. Rancangan Peraturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang

Per t anbangan sebagai Undang- undang Pokok;

2. Rancangan Peraturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang

Per t anbangan M nyak dan Gas Bum .

A Pokok- pokok persoal an.

Per at uran pertanbangan yang sekarang berlaku yaitu "I ndi sche
Mjnwet", tidak dapat dijadi kan dasar untuk nencapai cita-cita
bangsa | ndonesi a, karena dem ki an perlu diganti dengan suatu
per at uran Pertanbangan bar u.

Sebagai pengganti dari "Indische Mjnwet", hal-hal yang
harus di atur dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
tent ang Pertanbangan ini tidak hanya harus sel aras dengan cita-
cita dasar Negara Republik |Indonesia dan garis-garis besar dari



hal uan negara sebagai termaksud dal am Manifesto Politik Republik

I ndonesi a akan tetapi harus juga di sesuai kan dengan per kenbangan

kepentingan Nasi onal dal am pertanbangan, yang secara nendal am

harus ditinjau bai k dari sudut politis dan ekonom s, maupun dari
sudut sosial dan strategis.

Pokok- pokok persoal an tersebut adal ah nengenai

1. penguasaan bahan- bahan gal i an yang berada di dal am di bawah dan
di atas wi | ayah hukum pertanbangan | ndonesi a;

2. penbagi an bahan- bahan gali an dal am beberapa gol ongan, yang
di dasarkan at as pentingnya bahan galian itu;

3.sifat dari perusahaan pertanbangan, yang pada dasarnya harus
di | akukan ol eh Negara, Perusahaan Negara Daerah atau usaha-
usaha | ai nnya berdasarkan azas-azas kekel uar gaan;

4. pengertian konsesi ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa unt uk
nmel akukan usaha pertanbangan di beri kan berdasarkan kuasa
pert anbangan;

5. adanya peraturan peralihan untuk nmencegah kekosongan (vacuun
dal am nenghadapi pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang i ni. Penjel asan pokok-pokok persoal an.

1. Mengenai senua bahan galian yang terkandung di dal am
bum dan wi | ayah hukum pertanmbangan | ndonesi a di nyat akan, bahwa
bahan- bahan galian tersebut di kuasai ol h Negara. Pernyataan i ni
adal ah dasar, yang dil et akkan dal am Per at ur an Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang Pertanbangan ini, sehingga dengan
per nyataan ini Negara nenguasai senua bahan-bahan gal i an dengan
sepenuh- penuhnya untuk kepentingan Negara Negara serta kemaknuran
rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adal ah nerupakan
kekayaan nasi onal .

Dengan pengertian baru yang di sebut dataran Conti nent al
("Kontinental chelf"), maka w | ayah hukum pertanbangan neliputi
j uga daerah diluar batas-batas perairan | ndonesi a.

Pengerti an perairan | ndonesia inipun adal ah pengertian se-
sudah di sesuai kan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 4 tahun 1960, tentang Perairan | ndonesia (Lenbaran-
Negara tahun 1960 No. 22 - Tanbahan Lenbaran- Negara No. 1942).

2. Penbagi an (gradasi) bahan bahan galian dal am gol ongan
strategi s gol ongan vital dan gol ongan yang tidak termasuk dal am
gol ongan strategis dan vital didasarkan atas sifat nasing-nasing
bahan galian sendiri, diperlengkapi nmenurut pendapat- pendapat
baru nengenai hal ini, m sal nya bahan-bahan galian yang radio-
aktif dan | ain-lain bahan galian yang vital pertahanan
(strategis) dan penbangunan Negar a.

Di rasakan perlu pul a untuk nengadakan Undang-undang ter-
sendiri bagi bahan-bahan balian strategis seperti mnyak bum,
aspal, lilin bum dan sejenisnya serta senmua jenis gas nudah ter-
bakar, dan mungkin juga nantinya bahan galian yang radi oaktif
ol eh karena sifatnya yang sangat khusus. Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang Pertanbangan ini di anggap sebagai
per at uran pokok. Dal am penbuat an peraturan | anjutan, dasar-dasar
t er maksud dal am Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang
Per t ambangan i ni harus di perhatikan dengan kenungki nan nenanbah
atau nenyi npang, ber hubung dengan hal - hal yang khusus nengenai
bahan galian yang di atur dengan peraturan itu.

Manakal a ada bahan-bahan gal i an yang di anggap perlu



di usahakan ol eh Negara sendiri, maka hal itu ditetapkan dengan
Undang- undang.

3. Dal am nenper gunakan kekayaan al am dapat di anbi

car a- cara pengusahaannya seperti berikut :

a. di usahakan ol eh Perusahaan Negar a;

b. di usahakan dengan perusahaan-bersama ol eh badan-badan Negara
dan/ at au Daer ah;

c. di usahakan ol eh Perusahaan Daer ah;

d. di usahakan secara canpuran ol eh Negara dan pi hak swasta bol eh
campur an dengan perseor angan, asal kewar ga- negar aan

I ndonesi a dan bol eh pul a dengan badan swasta yang pengur us-

nya adal ah war ga-negara | ndonesi a seuruhnya,;

e. di usahakan ol eh pi hak swasta, boleh ol eh perseorangan asal

ber kewar ga- negar aan | ndonesi a atau ol en badan swasta yang

sel uruh pengurusnya ber kewar ga- negar aan | ndonesi a, terutanm

yang menpunyai bentuk koperasi.

4. Pengerti an konsesi selama ini nenberi kan hak yang
terlalu luas dan terlalu kuat bagi penegang konsesi itu.

Pengerti an yang sedem kian itu tidak dapat di pertahankan
| agi, sebab itu pengertian ini ditukar dengan kuasa pertanbangan.

Hal ini dapat diperbandi ngkan dengan perubahan-perubahan
yang terdapat dal am Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang
No. 5 tahun 1960, Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 104, Tanbahan
Lenmbar an- Negara No. 2043).

5. Unt uk nencegah kekosongan dal am nenghadapi pel aksanaan
dari Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Pertanbangan
i ni, maka di adakan peraturan peralihan.

Per aturan Penerintah Penggganti Undang-undang ini adal ah
pengganti "Ilndische Mjnwet" dan di mmaksudkan sebagai peraturan
pokok tentang Pertanbangan. Disanping itu, seperti diuraikan
dal am sub 2 di atas ada peraturan | anjutan.

Lagi pul a beberapa peraturan pel aksanaan dal am bent uk
Per aturan Penerintah akan di kel uar kan, sehi ngga dengan nul ai ber -
| akunya Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang i ni,
mengi ngat bel um adanya per at ur an- per at uran pel aksanaan, maka
"M j nordonnantie" dan beberapa verordeni ngen sel ama ti dak
bert ent angan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
i ni dan sel ama bel um di ganti dengan per at ur an- per at ur an
pel aksanaan baru, masih tetap berl aku.

Per at ur an- per aturan yang masi h di pertahankan buat sementara
wakt u, di anggap sebagai peraturan-peraturan pel aksanaan dari
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang Pertanmbangan ini,
per at ur an- per at uran mana kel ak akan di ganti, diubah, atau dicabut
dengan Peraturan Penerintah atau peraturan-peraturan instansi
| ai n.

Dengan di kel uarkannya Peraturan Peneri ntah Pengganti Undang-
undang Pertanbangan ini, maka hak-hak pertanbangan yang | ama dan
ber dasarkan "I ndi sche Mjnwet" yang nmasi h berl aku, akan tetap
ber | aku, dengan ketentuan bahwa para penegang kuasa pertanbangan
t ersebut dal am waktu yang sesi ngkat - si ngkat nya harus nenyesuai kan
diri dengan cara nenenuhi syarat-syarat yang ditentukan dal am
Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang Pertanbangan
i ni . Tenggang waktu tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan
Pemeri nt ah. Sesudah waktu tertentu itu |anpau, hak itu itu tidak



berl aku | agi, dan senua peraturan termaksud di cabut pada saat
t enggang waktu itu habis.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Mengenai yang tersebut dal am huruf 1, dicatat disini bahwa
Dat aran Konti nental yang diarti kan ol eh dunia Internasional ialah
senmua daerah di bawah pernukaan air dari pantai kearah |aut,
di mana dal ammya air masi h nenungki nkan penyel i di kan dan
penganbi | an hasi| sunber-sunber kekayaan al am dari dasar | aut dan
t anah di bawahnya.

Pasal 2.

Sebagai tel ah tersebut dal am penjel asan unum naka dengan
pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa senmua bahan galian yang
terdapat di | ndonesia yang masi h nerupakan | etakan-1etakan atau
ti mbunan-ti nbunan al am adal ah kekayaan nasi onal dan di kuasai ol eh
Negar a.

Pasal 3.

Penmbagi an dal am ti ga gol ongan bahan galian di dasarkan pada
pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi Negara.

Bahan galian strategis dalamarti kata "strategi s" untuk
per t ahanakan/ keamanan Negara ataupun "strategis" untuk nenjamn
per ekonom an Negar a.

Bahan galian vital dalamarti dal am nenjam n hajat hi dup
orang banyak. Sedang yang tidak termasuk kedal am kedua gol ongan
itu tidak dianggap |angsung nenpengaruhi hajat hi dup orang
banyak, bai k karena sifatnya maupun karena kecil nya juni ah
| et aknya (deposit) bahan galian itu.

Ber hubung dengan kemungki nan- kemungki nan dal am per kenbangan
tekni s, yang dapat nerubah nilai pentingnya sesuatu bahan galian
di anggap | ebi h bijaksana penggol ongan itu di atur dengan Peraturan
Pemeri nt ah.

Pasal 4, 5, 6.

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
di t egaskan pengusahaan masi ng- masi ng bahan gal i an. Bahan- bahan
gal i an gol ongan a hanya dapat di usahakan ol eh Negara atau Negara
ber sama dengan Daer ah gol ongan b bol eh ol en Negara, boleh ol eh
Daerah tingkat | atau tingkat Il dan bol eh ol eh pihak swasta atau
dal am bent uk canpuran, tetapi tentu saja dengan pengut amaan
kepada Negara dan/ atau koper asi .

&ol ongan ¢ dan bahan-bahan galian yang tidak disebut kecil -
nya dal am Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
di serahkan pengat urannya kepada Daerah tingkat |

Usaha yang di | akukan ol en Negara dan/atau Daerah dapat ber -
bent uk :
a. Perusahaan Negar a;



b. Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan Negara yang
di bentuk ol eh Penerintah Daerah, bai k Daerah tingkat | atau

tingkat 11;
c. Perusahaan- ber sama, yang di bent uk ber sama-sana ol eh Negara dan
Daer ah;
d. Perusahaan- canpur an.
Pasal 7.
Cukup j el as.
Pasal 8.

Ket ent uan dal am pasal ini bermaksud untuk nmenjam n
kepenti ngan masyar akat sel uruhnya.

Dal am pel aksanaannya akan di beri kan pengut amaan kepada
Koper asi .

Pasal 9.

Pada saat ini yang sudah sangat dirasakan pentingnya adal ah
pengat uran tentang m nyak dan gas bum serta sejenisnya.

Untuk itu sudah di si apkan pengaturannya dal am bent uk
Per aturan Penerintah Pengganti Undang- undang.

Pasal 10.

Dal am suatu kuasa pertanbangan yang di beri kan dapat di bat asi
hanya untuk satu dari usaha-usaha pertanbangan yang tersebut
dal am pasal ini, tetapi dapat juga |lebih dari satu usaha
pertanbangan itu di beri kan sekaligus, nelihat pada tujuan dan
kesanggupan pengusahanya.

Pasal 11.

Unt uk pengerti an hak-hak pertanbangan yang tel ah kita kenal
sel ama i ni, sekarang di perlukan istilah kuasa pertanbangan.

Per bedaan yang pokok disini ialah bahwa yang di beri kan
dengan kuasa pertanbangan hanyal ah kekuasaan unt uk nel aksanakan
usaha pertanbangan dan tidak nmenberi kan hak pertanbangan kepada
si penmegang kuasa pertanmbangan. Dal am Keputusan Menteri yang
menber i kan kuasa pertanbangan itu dijel askan sanpai kenmana
j auhnya penberian kuasa pertanbangan tadi serta usaha
per t anbangan apa yang diliputi ol eh kuasa pertanbangan itu.

Pasal 12.
Cukup j el as.

Pasal 13.
Cukup j el as.

Pasal 14.

Di t et apkannya syarat harus nenbukti kan kesanggupan tentang
nodal dan kemanpuan tehni k di maksudkan unt uk nmenghi ndari



ter henti nya pekerj aan usaha pertanbangan ditengah jal an, sehi ngga
mendat angkan kel anbat an dal am penbangunan di bi dang pertanbangan.

Pasal 15.
Cukup j el as.

Pasal 16.
Cukup j el as.

Pasal 16.
Cukup j el as.

Pasal 17.
Cukup j el as.

Pasal 18.
Cukup j el as.

Pasal 19 dan 20.

Apabi | a kuasa pertanbangan berakhir, ada kenungki nan, bahwa
pada bahagi an dari w | ayah kuasa pertanbangan yang di kerjakan
masi h terdapat bahan-bahan galiannya. Sebab itu maka apabila
suat u kuasa pertanbangan berakhir harus dijaga agar tenpat itu
tidak rusak, sedem ki an rupa sehingga tidak nmenungki nkan | agi
di | akukan usaha penanbangannya. Untuk itu di perl ukan ketentuan
penj agaan dari kenungki nan kerusakan tersebut di sanping
kesenpat an bagi bekas penegang kuasa pertanbangan itu untuk
menganbi | hak mli knya yang berada pada tenpat itu

Pasal 21, 22 dan 23.

Dal am pasal - pasal ni juga ditegaskan kewaji ban nmereka yang
ber hak atas tanah untuk nenperkenankan pekerjaan penegang kuasa
per t anbangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekali gus
di t egaskan pul a kewaj i ban penegang kuasa pertanbangan unt uk
mengganti kerugi an dan/ atau sunbangan kepada nereka yang berhak
atas tanah sebagai peri nbangan.

Pasal 24.

Dengan dit ent ukannya penentuan |ebih | anjut tentang pungutan
Negara i ni ol en Peraturan Penerintah maka akan | ebi h nudah dan
| ebi h cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dal am
pungut an Negara it u.

Pasal 25.
Cukup j el as.

Pasal 26.
Cukup j el as.

Pasal 27.
Cukup j el as.

Pasal 28.

Ket entuan ini diperlukan agar pel anggaran terhadap keputusan
Menteri dapat di hukum karena keputusan Menteri tidak dapat
menuat ancaman hukuman.



Pasal 29.
Cukup j el as.

Pasal 30.

Maksud Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
i al ah untuk nmerubah sel uruh peraturan pertanbangan dari zaman
penj aj ahan, yang tidak sesuai |agi dengan kepentingan nasi onal
sekarang. Tetapi untuk jangka waktu tertentu perlu di adakan suatu
masa peralihan. Tenggang waktu masaperali han itu harusl ah
sesi ngkat - si ngkat nya dan akan ditentukan dengan Perat uran
Pemeri nt ah agar nudah nenyesuai kannya dengan keadaan.

Pasal 31.
Cukup j el as.

CATATAN
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